BUPATI BANTUL
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR     05b   TAHUN 2008
T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA TIDAK TERDUGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL 

TAHUN ANGGARAN 2008
BUPATI BANTUL,
	Menimbang :
	a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pemanfaatan dana tidak terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;


	Mengingat :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;




M E M U T U S K A N  :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA TIDAK TERDUGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2008

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

4. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretriat Daerah Kabupaten Bantul.
5. Tim Teknis adalah Tim Teknis yang dibentuk oleh Sekretaris Daerah untuk melakukan pencermatan, analisis dan pengecekan kelayakan dan kepatutan penggunaan dana tidak terduga.

6. Dana Tidak Terduga adalah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, keadaan darurat, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang yang telah ditutup.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008.
BAB II

KRITERIA BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 2

(1) Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, keadaan darurat, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. 
(2) Kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(4) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
BAB III

MEKANISME PENGAJUAN DANA TIDAK TERDUGA
Pasal 3
(1) Pengajuan dana tidak terduga yang berkenaan dengan penanganan bencana alam, harus didahului dengan adanya laporan kejadian bencana alam oleh Pemerintah Desa disertai kepada Bupati.

(2) Pengajuan dana tidak terduga berkenaan dengan tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, harus didahului dengan pengajuan proposal oleh SKPD kepada Bupati disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa kegiatan tersebut tidak dapat ditunda dan apabila kegiatan tersebut ditunda akan menimbulkan masalah yang lebih besar, dengan dilampiri rencana anggaran biaya (RAB).
(3) Pengajuan dana tidak terduga untuk membiayai kegiatan dalam keadaan darurat harus dilampiri proposal serta rencana anggaran biaya (RAB) yang telah dihitung oleh masing-masing SKPD.

(4) Pengajuan dana tidak terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya agar dilengkapi kronologis kejadian serta rencana pembenahannya.

Pasal 4
(1) Berdasarkan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Sekretaris Daerah memerintahkan Kepala Bagian Keuangan untuk melakukan koordinasi dengan Tim Teknis serta  melakukan cek lapangan dan menganalisa kelayakan, kewajaran dan kepatutan usulan yang diajukan.
(2) Berdasarkan hasil cek lokasi dan perhitungan tehnis, Tim Teknis membuat laporan kepada Kepala Bagian Keuangan.
(3) Berdasarkan laporan Tim Teknis Kepala Bagian Keuangan membuat laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan.

(4) Bupati memberikan persetujuan penggunaan dana tidak terduga dengan mencantumkan besaran nominalnya.

BAB IV

PENYALURAN DANA TIDAK TERDUGA
Pasal 5
(1) Bagian Keuangan berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), menyiapkan rancangan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Dana Tidak Terduga, yang memuat besaran, penggunaan dan SKPD/pihak penerima dana, untuk dimohonkan penetapan Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

(2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Keuangan memberitahukan kepada SKPD/pihak penerima dana untuk segera melaksanakan kegiatan.

(3) Dana tidak terduga yang dikeluarkan sebelum dilakukan perubahan APBD, dicantumkan dalam perubahan APBD.

(4) Dana tidak terduga yang dikeluarkan setelah dilakukan perubahan APBD, dicantumkan dalam perhitungan APBD.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN

Pasal 6

(1) Pertanggungjawaban pengelolaan dana tidak terduga menjadi kewajiban satuan kerja perangkat daerah/pihak yang menerima dana tidak terduga.

(2) Pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan dana tidak terduga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan dana tidak terduga Bupati membentuk Tim sesuai kebutuhan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008.
Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 24 Januari 2008
BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul
Nomor           Tahun 2008

Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

GENDUT SUDARTO
5

